
 

 

 

 

BUPATI SUBANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR  10 TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  

PADA DOKUMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUBANG, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas dalam proses pengajuan serta penerbitan 

dokumen penatausahaan keuangan daerah, diperlukan 

mekanisme penatausahaan yang cepat, tepat, aman, dan 

terintegrasi; 

b. bahwa dalam rangka mendukung transformasi digital 

dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Subang, khususnya pada Penatausahaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah melalui pemanfaatan teknologi 

informasi yang terpadu, aman dan efisien dengan 

penerapan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Tanda Tangan 

Elektronik pada Dokumen Penatausahaan Keuangan 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang, dengan  Mengubah  Undang-Undang  Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 

SALINAN 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 

5); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TANDA TANGAN 

ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH.  
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  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Daerah Kabupaten Subang. 

2. Bupati adalah Bupati Subang.  

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah.  

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.  

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah.  

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah.  

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan tugas BUD.  

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya.  

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fngsi SKPD. 
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11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD.  

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.  

13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD.  

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 

uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada unit kerja SKPD.  

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menata 

usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada SKPD.  

16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.  

17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 

atas pelaksanaan APBD.  

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. 

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.  
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20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 

21. Lembar Ceklis PPK SKPD adalah instrumen 

pengendalian administrasi berupa daftar pemeriksaan 

yang digunakan oleh PPK SKPD untuk memastikan 

kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan serta 

dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

22. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD adalah dokumen 

resmi yang ditandatangani oleh PPK SKPD untuk 

menyatakan bahwa dokumen pengajuan pembayaran 

telah diverifikasi, lengkap, sah, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang 

diterbitkan/dibuat oleh KPA yang memuat jaminan 

atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaraan telah 

dihitung dengan benar.  

24. Ringkasan Kontrak adalah ringkasan atau ikhtisar 

singkat mengenai poin-poin penting dari suatu 

perjanjian kontrak, memudahkan pemahaman cepat 

terhadap detail inti seperti para pihak, nilai, ruang 

lingkup pekerjaan, jangka waktu, dan kewajiban tanpa 

harus membaca seluruh dokumen hukum yang 

panjang; 

25. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat 

TTE adalah tandatangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disebut SIPD adalah pengelolaan informasi 

pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan 

informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling 

terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 
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27. Information Treasury Management System yang 

selanjutnya disebut Aplikasi ITEMANIS adalah aplikasi 

internal penatausahaan keuangan Daerah yang 

disesuaikan khusus untuk penggunaan pengelolaan 

keuangan daerah di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten Subang. 

 

 BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam 

Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen 

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan: 

a. meningkatkan keamanan informasi dalam 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah;  

b. meningkatkan efisiensi dan efektivfitas dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Daerah; 

c. menjamin legalitas dokumen; dan 

d. menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi 

tidak diubah/dimodifikasi setelah dokumen ditandatangani 

secara elektronik. 

 

BAB III 

SASARAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

Pasal 4 

Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai Sasaran 

TTE meliputi: 

a. SPD; 

b. SPP; 

c. SPM; 

d. SP2D; dan 

e. Penerbitan dokumen pendukung lainnya. 
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Pasal 5 

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf e, antara lain: 

a. lembar ceklis PPK SKPD; 

b. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; 

c. SPTJM PA/KPA; dan 

d. ringkasan kontrak. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

Pasal 6 

Penyelenggaraan TTE dilaksanakan oleh semua perangkat 

pengelola keuangan Daerah, antara lain : 

a. PPKD; 

b. BUD; 

c. Kuasa BUD; 

d. PA; 

e. KPA; 

f. PPK SKPD; 

g. PPTK; 

h. Bendahara Penerimaan; 

i. Bendahara Pengeluaran; 

j. Bendahara Penerimaan Pembantu; dan 

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

 

BAB V 

TAHAPAN PENGGUNAAN  

TANDA TANGAN ELEKTRONIK  

Pasal 7 

Tahapan penggunaan TTE pada penerbitan SPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:  

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengajukan surat permohonan penerbitan SPD 

yang telah dibubuhi TTE tersertifikasi ke dalam aplikasi 

ITEMANIS; 
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b. Kuasa BUD akan melakukan verfikasi atas surat 

permohonan penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dengan memperhatikan ketersediaan dan likuiditas 

kas Daerah; 

c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, Kuasa BUD menentukan tindak lanjut atas 

permohonan penerbitan SPD berupa:  

1. penerbitan SPD sesuai nilai yang diajukan; 

2. penyesuaian besaran nilai SPD; atau 

3. penolakan permohonan penerbitan SPD.  

d. Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 

1 dan angka 2 dilakukan melalui SIPD dan diunggah ke 

dalam aplikasi ITEMANIS untuk dibubuhi TTE.  

 

Pasal 8 

Tahapan penggunaan TTE pada penerbitan SPP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:   

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu membuat SPP melalui SIPD dan mengajukan 

dokumen SPP ke dalam aplikasi ITEMANIS setelah 

dinyatakan benar dengan dibubuhi TTE oleh PA; dan 

b. SPP yang telah dibubuhi TTE oleh PA sebagaimana 

dimaksud pada huruf a disimpan dalam aplikasi ITEMANIS 

sebagai arsip digital. 

 

Pasal 9 

Tahapan penggunaan TTE pada penerbitan SPM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:  

a. PPK melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melalui SIPD; 

b. hasil verifikasi SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dinyatakan sesuai, PPK akan menerbitkan SPM; 

c. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dinyatakan tidak sesuai, SPP dikembalikan kepada 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu untuk dilakukan perbaikan; 
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d. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b lalu diunggah ke 

dalam aplikasi ITEMANIS untuk dibubuhi TTE oleh PA; 

e. PPK menyusun dan menerbitkan dokumen pendukung 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 

diunggah ke dalam aplikasi ITEMANIS dan dibubuhi TTE; 

dan 

f. SPM yang telah dibubuhi TTE akan disimpan ke dalam 

aplikasi ITEMANIS sebagai arsip digital. 

 

Pasal 10 

Tahapan penggunaan TTE pada penerbitan SP2D sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:  

a. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas SPM yang diajukan 

oleh SKPD melalui SIPD dan aplikasi ITEMANIS; 

b. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dinyatakan tidak sesuai, SPM akan dikembalikan 

kepada SKPD untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dinyatakan sesuai, Kuasa BUD menerbitkan SP2D 

melalui SIPD; 

d. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c diunggah ke 

dalam aplikasi ITEMANIS untuk dibubuhi TTE oleh KPA; 

dan 

e. SP2D yang telah dibubuhi TTE di simpan dalam aplikasi 

ITEMANIS sebagai arsip digital. 

 

Pasal 11 

Tahapan penggunaan TTE pada dokumen pendukung lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi: 

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu membuat dokumen lainnya melalui SIPD; 

b. Bendahara Pengeluaraan/Bendahara Pengeluaraan 

Pembantu mengajukan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada huruf a ke dalam aplikasi ITEMANIS untuk dibubuhi 

TTE oleh Pejabat terkait; dan 

c. dokumen lainnya yang telah dibubuhi TTE sebagaimana 

dimaksud pada huruf a disimpan dalam aplikasi ITEMANIS 

sebagai arsip digital.  
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 BAB VI 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 12 

(1) Dalam hal pelaksanaan TTE mengalami gangguan sehingga 

tidak dapat diakses secara daring dan memerlukan waktu 

perbaikan tertentu, dokumen dapat ditandatangani 

menggunakan tanda tangan basah selama masa perbaikan 

berlangsung. 

(2) Apabila terdapat gangguan sebagaimana dimaksud pada 

aayat (1), semua dokumen yang ditanda tangan secar basah, 

wajib dilakukan digitalisasi (scanning), dan di upload ke 

aplikasi ITEMANIS setelah gangguan berkahir. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

akil Bupati Subang  

Sekretaris Daerah  

  

sten Administrasi Umum  

Kepala BKAD  

Kabag Hukum Setda Kab. Subang  

Sekretaris BKAD  

Kabid Perbendaharaan  

 

 

Diundangkan di Subang 

pada tanggal 29 Mei 2026 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, 

 

 ttd, 

                    ASEP NURONI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026 NOMOR 82 

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 29 Mei 2026 

BUPATI SUBANG, 
 
        ttd, 

 
 
REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI 

 


